Pendahuluan

Terbitnya Inpres No.9 tahun 2000 tentung PUG
(Pengarusutamaan  Gender)  dan  beragam  perundang-
undangan tentang perempuan dan anak serta komitmen
tcthadap  kesepakatan internasional telah  mendorong
terjadinya perubahan paradigma pemberdavaan perempuan,
yaitu dart WID (Women in Development) ke GAD (Gender
and Development). Perubahan ini merupakan reakst terhadap
WID yang melancarkan program dan kegiatan pembangunan
hanya untuk perempuan. sedang, GAD berupaya memahami
subordinasi perempuan melalut analisis relasi gender.

Gender dalam konteks komunikast menggambarkan
hubungan sosial dan personal antara laki laki dan perempuan
dan demikian pula dengan konscp feminin dan maskulin.
Gender, dalam hal int, merupakan produk konstruksi sosial
budaya vyang berhubungan dengan peran, kedudukan, dan
kebutuhan baik laki-laki maupun percmpuan (Fakih 1996).
Standpoint theory (Harding 1986; Wood (2007), menvatakan
bahwa.laki-laki dan perempuan memiliki perspektif terpisal
dan perbedaan hirarkhi sosial yang mempengaruhi apa yang
dilihat dan dikomunikasikan karena perempuan dan minoritas
lainnya mempersepsi dunia secara berbeda dari kelompok
yang berkuasa, yaitu laki-laki. Dampaknya adalah perempuan
terposisikan pada hirarkhi lebih rendah dari laki-laki. Karena
i, sama halnya dengan perjuangan kelas (seperti filosofi
kaum proletar: Karl Marx dan Fricderich Engels), harus ada
perjuangan terhadap diskriminast gender.

Perjuangan gender di Indonesia tidak terlepas dari gerakan
nasional, mulai  dart  memperjuangkan  kemerdekaan,
pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai menyukseskan
Pemilu dan Pemilukada. Perjuangan wanita yang dilandasi oleh
gerakan nasionalisme, fidak kalah keras dengan laki-laki dan



sekaligus menginformasikan bahwa perempuanbukan makhluk
pasif. Namun, selamsa 10 tahun terakhir (51, perempuan masih
menghadapi hambatan, vaiu belum diiertma schagai pernimpin
dalam pengambilan keputusan, Hal in toreirt dart rendahaya
partipast perempuan dalam pengambilan kepuusan di lembaga
kenegaraan (legislatif, eksekutif, vudikatil) di berbagai ungkat,
dari dexa hingga pusgt {Murpratome 20101 Dalame hal wm,
budaya masth memposisikan perempuan sebagat suberdinast
di dalam keluarga, schingga menyebabkan perempuan masth
harus berjuang keras 4 dalam melawan ideologi-ideologi
misnginis dan patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.

Pada masyarakat patriarki, sepertt Indonesia, koniroel patriarks
memang merupakan  sistent  monopali  atan  dominanst
pengambilan keputusan di setiap lovel pemerintahan dan
kekuasaan. Kemudian, keyakinan patriarki adalah sistem yang
melegitimasi dominansi laki-taki dan diskriminasi gender. Hal
ini didasarkan pada interpretasi patriarki dari  sexism yang
menggugat pembagian hak yang tidak setara antargender
bersifat alami, tidak perlu diugbah atau sangat sulit diubah
{Wolfe 1980}, Selanjutnya, pencitraan peran gender alas dasar
tcrepong sexism dicirikan olch manfaat pembangunan yang
lebih diposisikan dan dikonirol oleh mereka yvang mendominast
publik, vaitu kaurn laki-laki

Sistetn ckonopy patriarki dan politik  internasional yvang
mensubordinasikan  poran  dap posisl porgmpuan.  jugs
mendorong timbulnys gerskun porempuan untuk menuntut
kesetaraan hak {Lasminah 2010 Menurut Antrobus {2004,
karakienistik gerakan perempuan global sangat kompleks.
dan belom memiliki tijuan vang jelas dan sama di dalam
mengusung prioritas agenda kesetaraan. Hal ua dischabkan
adanya pengalaman mereka yang beragam, poriuangan vang
bersinggungan dengan ras, kelas dan politik, serta kebutuhan
untuk membedakan relasi matenial dan ideologl gender,



Namun demikian, pada intinya sudah ada kesadaran global,
termasuk di Indonesia, tentang pentingnya kesetaraan dan
keadilan gender sebagai bagiun dari transformasi sosial
ke masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul
jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetataan adalah
ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup
besar pada perempuan akan mengganggu aktuabisasi dari hak
asasi manusia pada setrap warga negara yang merdeka.

Permasalahan yang perlu dijawab dalam kontcks Indonesia
adalah  sejauhmana  pemberdayaan  pcrempuan  telah
memasyarakat dan membudaya sctelah 10 tahun PUG menjad:
komoditi komunikasi politik? Bentuk kemunikasi apa yang
dinilai strategis untuk memasyarakatkannya”

Komunikasi Politik:
Pengarusutamaan Gender

Komunikasi adalah proses saling berbagi informasi, gagasan
atau sikap (De Vito 1995). dan politik adalah kajian tentang
kekuasaan atau seni memerintah (Nimmo 2005). Dengan
demikian, komunikasi politik melibatkan pesan politik dan
aktor politik yang berkorelasi dengan kekuasaan. pemerintahan,
dan kebijakan pemernintah. Dalam hal im, menurut Hart (2001),
pemerintah  (kepala  pemerintahan) memerintah  melalui
komunikasi, scbagai rhe sound of leadership dimana semua
tindakan dan pernyataannya kepada publik dapat dikategorikan
sebagai komunikasi politik.

Komunikast politik pengarusutamaun gender dalam segala
bidang pembangunan daerah scbaga) bentuk the sound of
president (lcadership) dikomunikasikan melalus Inpres No.9
tentang PUG beserta pedoman pelaksanaannya’. Harapannya,
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